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BAB 1 

PEMERINTAHAN DESA DAN PELAYAN PUBLIK 

 

A. PEMERINTAH SEBAGAI PELAYANAN PUBLIK 

Pemerintah memiliki peranan penting guna menyediakan layanan 

publik yang prima untuk seluruh penduduknya sesuai dengan yang 

telah diamanatkan dalam undang-undang pasal 1 undang-undang No. 

25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik sebagai berikut: “ Pelayanan 

publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik.” 

Peran layanan publik yang bisa diberikan oleh pemerintah bagi 

masyarakat, secara konsep mencakup berbagai sektor seperti 

pendidikan, kesehatan, transportasi, dan keamanan. Layanan publik ini 

memainkan peran kunci dalam mendukung kualitas hidup dan 

kesejahteraan masyarakat. Menurut Smith (2019), "Pemerintah 

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan publik tersedia 

dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa memandang 

status sosial atau ekonomi”. Dengan demikian, akses yang adil dan 

merata menjadi fokus utama dalam penyediaan layanan publik. 



 

 

BAB 2 

KONSEP PELAYANAN PUBLIK 

 

A. DEFINISI PELAYANAN PUBLIK 

Publik merupakan sejumlah manusia yang mempunyai pandangan 

berpikir yang sama dan harapan yang sama, dalam arti suatu hal yang 

bersifat umum. Istilah publik berasal dari Bahasa Inggris yang berarti 

masyarakat, umum, negara. Litjan Poltak Sinambela, dkk (2011:5) 

mengatakan jika “kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi 

Bahasa Indonesia baku menjadi publik yang berarti umum, orang 

banyak, ramai”. 

Sedangkan menurut Inu Kencana Syafie, dkk (1999: 18) arti kata 

publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, 

perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik 

berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki”. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas mengenai publik, maka 

dapat disimpulkan bahwa publik adalah sekumpulan manusia yang 

memiliki kepentingan dan harapan yang sama, yaitu kepentingan yang 

berhubungan dengan orang banyak dan khalayak umum. 

Menurut Hardiyansyah (2011: 11) mendefinisikan bahwa 

“pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk 

membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau 

jasa dari satu pihak ke pihak lain.” Maka dari itu pelayanan merupakan 



 

 

BAB 3 

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 

 

A. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

Menurut Dr. Sondang Siagian (2012:13) administrasi dapat di 

definisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang 

manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Menurut Irra Chisyanti Dewi (2011: 3) dalam buku pengantar 

administrasi mengatakan bahwa “administrasi memiliki pengertian 

dalam arti yaitu sebagai pekerjaan tulis menulis atau ketatausahaan 

atau kesekretarisan”, yaitu meliputi kegiatan menerima, mencatat, 

menghimpun, mengolah, mengadakan, mengirim, dan menyimpan. 

Menurut The Liang Gie (2009:9) dalam bukunya administrasi 

perkantoran modern mengatakan bahwa “administrasi memiliki 

pengertian dalam arti luas, yaitu Administrasi merupakan proses 

kerjasama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai 

tujuan sebelumnya”. Hal tersebut menyelesaikan bahwa serangkaian 

kegiatan yang memerlukan proses kerjasama dan bukan merupakan 

hal yang baru karena dia telah timbul bersama-sama dengan timbulnya 

pemindahan manusia 

 



 

 

BAB 4 

POTRET PENGELOLAAN  

ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA 

 

A. MENGENAL DESA KARANGBENDO 

Nama Desa Karangbendo dahulunya menurut cerita orang-orang 

kuno berasal dari 2 (dua) suku kata, yaitu Karang dan Bendo. Karang 

yang berarti pekarangan atau halaman di sekitar rumah yang luas, 

sedangkan Bendo adalah nama jenis tanaman yang berbuah, buah 

bendo itu bisa di makan. Pada asal usulnya daerah yang sekarang ini 

bernama karangbendo di setiap halaman rumah dari penduduk yang 

mendiami wilayah Karangbendo banyak yang menanami pohon bendo, 

hingga akhirnya penduduk luar wilayah menyebutnya dengan daerah 

Karangbendo, Akhirnya dengan majunya zaman penduduk wilayah ini 

di sebut dengan penduduk desa Karangbendo. 

 

a. Kondisi Penduduk 

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa tahun 2020, 

jumlah penduduk Desa Karangbendo adalah terdiri dari 2.457 KK 

dengan jumlah total 6.509 jiwa dengan rincian 3.184 laki-laki dan 3.325 

perempuan, dengan rincian sebagai berikut: 

 

 



 

 

BAB 5 

POTRET DIMENSI KUALITAS 

PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAHAN DESA 

 

Salah satu hal terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan di 

desa adalah administrasi, hal ini dikarenakan administrasi merupakan 

indikator penunjang dalam tata pelaksanaan pemerintahan di 

pemerintahan desa. Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa pada 

hakikatnya sebagai bentuk kontribusi dalam meningkatkan peran 

setiap Pejabat Pemerintah Desa, guna penyelenggaraan Administrasi 

Desa pada dasarnya berlandaskan pada Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa. Serta mengacuh pada Peraturan Meteri 

dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi 

Pemerintahan Desa, dengan seksama mengatur penataan dan 

pembinaan administrasi Pemerintahan Desa yang tertera dalam Pasal 3 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 tahun 2016. Dikatakan bahwa 

penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dilaksanakan untuk 

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam hal ini kepala desa 

memiliki kewenangan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan 

desa selain itu juga kepala desa dibantu pejabat pemerintah desa 

lainnya dalam proses pelaksanaannya. 
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pendidikan dan pembangunan Indonesia. Sejak tahun 2021 sampai 

sekarang dipercaya sebagai Asesor BAN PDM Provinsi Jawa Timur. 

Mulai tahun 2023 sampai dengan saat ini juga aktif sebagai Fasilitator 

Sekolah Penggerak Angkatan 3 di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi 

Jawa Timur. 
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Drs. Lukman Hakim, S.Pd., S.E., S.H., M.M., M.Si., CPL. 

 

Pengenalan diri. 

Sebagai penulis, Saya adalah seorang laki-laki yang lahir pada 

tanggal 16 Agustus 1969, saya diberi nama oleh orang tua saya Lukman 

Hakim, saya dilahirkan di desa Tanjunganom yang asri dan penuh 

dengan kedamaian dan kota elok yang penuh dengan pesona di 

Kabupaten Nganjuk. Nama Bapak saya Bukrotan Busyro Abu Sutjipto 

dan nama ibu saya Siti Nurhidayati. Sejak lahir saya tinggal di Nganjuk, 

memulai pendidikan Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Negeri 

Tanjunganom II. Ketika menempuh belajar di SDN Tanjunganom saya 

sering mengikuti lomba-lomba antar sekolah. 

Setelah usai menamatkan Sekolah Dasar, saya melanjutkan Sekolah 

Menengah Pertama Negeri Warujayeng sekarang berubah menjadi 

SMPN I Tanjunganom sekalian sorenya menempuh pendidikan di 

madrasah diniyah disebuah pondok pesantren, kemudian dilanjutkan 

di Sekolah Menengah Atas Negeri Warujayeng yang sekarang berubah 

menjadi SMAN 1 Tanjunganom di kota yang sama. 
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Peristiwa Penting. 

Karena berlatar belakang Sekolah Menengah Atas maka saya harus 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi karena saya ingin merubah pola 

hidup yang sederhana ke pola yang lebih maju dan berkembang. 

Kemudian saya melanjutkan kuliah di Kota Malang di Kampus 

Universitas Islam Malang pada Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara. Selama berada di bangku kuliah, saya aktif di 

organisasi Intra dan extra kampus, baik itu senat mahasiswa, bela diri 

Gaguka: Gabungan Kungfu Karate, Permadi: Persatuan Mahasiswa 

Administrasi Indonesia, Pramuka Pandega, dan juga Islamic Association 

of University Student, dan banyak lagi kegiatan yang lainnya. 

Setelah lulus kuliah saya mulai mencari pekerjaan dan kota-kota 

besarpun pernah saya singgahi, Solo, Semarang, Pekalongan, Tegal, 

Brebes, pernah juga sampai Jakarta bekerja sebagai wartawan POS 

Kota juga bekerja di sebuah penerbitan dan percetakan buku Yudhistira 

PT. Ghalia Indonesia Group. 

 

Merubah Jalan Hidup. 

Berawal setelah kejadian krisis moneter pada tahun 1998 saya 

berhaluan pindah ke Jawa Timur dikota Surabaya dan memulai 

kehidupan yang baru begitu pula dengan usia yang juga terus mulai 

merangkak bertambah maka pekerjaan yang masih masuk logika 

adalah mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar maka saya 

memutuskan untuk mengambil studi dan kuliah lagi untuk menambah 
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bekal ilmu, selain program studi Ilmu administrasi negara juga 

memperdalam di ilmu yang lain seperti ambil ilmu pendidikan, ilmu 

ekonomi juga ambil ilmu hukum, ikut juga pendidikan advokat (PKPA) 

dan lawyer specialis barang dan jasa (certificate procurement lawyer) 

dan menempuh kuliah di program pasca sarjana ambil magister 

manajemen serta Magister Administrasi Publik. 

 

Pencapaian Yang Diraih 

Sebagaimana orang-orang yang lainnya yang ingin terus 

berkembang serta ingin mengembangkan diri selanjutnya saya kuliah 

lagi di program Doktor yaitu S3 Di Prodi Ilmu Sosial Universitas 

Merdeka Malang Dan S3 Prodi Ilmu Administrasi Publik di Universitas 

17 Agustus 1945 Surabaya dan saya sambil mengajar diberbagai 

tempat di perguruan tinggi yang ada di Surabaya dan sekitarnya, 

pernah juga sebagai dosen di STIE YPM sekarang UMAHA, STIE Pemuda, 

STIE Fatahillah, STKIP Tribhuwana, AAKMAL Malang, menjabat ketua 

Badan Penjaminan Mutu/BPM, setelah itu menempati bidang Humas 

dan sampai sekarang menjabat sebagai ketua program studi Ilmu 

Administrasi Negara di Universitas Teknologi Surabaya. Untuk 

organisasi profesi sebagai wakil ketua AP3KnI Wilayah propinsi Jawa 

Timur dan selanjutnya diangkat sebagai anggota dewan pembina 

AP3KnI wilayah propinsi Jawa Timur, ISEI, Persaudaraan Dosen 

Republik Indonesia, Asosiasi Ahli Dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) 

Forum Rektor, Ketua Bidang Investigasi, Advokasi Hukum dan HAM 
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Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPP-PWRI) dan juga Sebagai 

Pengurus PERARI Perkumpulan Pengacara Indonesia. Rupanya garis 

hidup saya sudah ditentukan oleh Allah untuk ditempatkan disini dan 

masih aktif sebagai dosen.  

 

 




